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6. Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentnng 
Pcrangkat Oaerah scbagalmana lclah diubah dengan 

Peraturan Peme:rintah Nomor 72 Tahun 2019; 

7. Pcraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 05/ Pfrr/ M/ 2016 tenmng lzin Mend1nk.an 

Bangunan Gcdung sebagaimana t.clah cUubah beberapa kali 
terakhir de.ngan Pcraturan Menleri Pckcrjaan Umum dan 

Perurnahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020; 
8 . Pcratunm Menteri Pekcrjaan Umum Nomor 

27/ Pfrr/ M/ 2018 tentang Pedoman Senifikat Lail< F\mgsi 

Bangunan Gedung; 
9. Pcraturan Dacrah Kotn Madiun Nomor 06 Tahun 2011 

lcntang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun; 

10. Pcraturan Dae.rah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2015 

tencang Bangunao Oedung scbagaimana tclah diubah 

dengan Pcraturan Daerah Kota Madiun Nomor 34 
Tahun 2018; 

l l. Pcraturan Daerah Kor.a Mad1un Nomor JO Tabun 2015 

tcntang Retribusi lzin MencUrikan Bangunan; 
12. Pcraturan Dnerah Kota Mediun Nomor 3 Tahun 2016 

LCnt.ang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah 

scbagmrnana tclah diubah dc:ngan Pc:rawran Daerah Kota 
Madiun Nomor 8 Tahun 2020; 

13. Peraturan Dacrah Kot.a Madiun Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Pcjabat Pcoyidik Pcgewai Negeri Sipil di 

Llngkungan Pcmerlncah Kota Madiun; 

14. Peraturan Dacrah Kot.a Madiun Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pcmbentukan Prociuk Hukum Dae.rah; 

MEIIUTUSKAN' : 

lleneuplam : PERATURA.lf WALIKOTA IIADION TENTAJfG PETUNJUK 

PELAKSANAAN PEl'fGAWASAN DAl'f 
BAJIGUKAff GEDUNG. 

SABI 

KETENTUAB UJroM 

Paaa1 l 

PENERTIBAN 

Oalam PeratuJ'tUl Walikota ini yang dimaksud dengan· 

1. Pcmerintah Uaereh adalah Pemerintah Kota Madiun. 

2. Walikoua adeJah Wa.likota Mad.iun. 
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3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penat.aan Ruang yang 

selanjutnya dis1ngkat Dinas PUPR adalah Dinos Pekerjaan 

Umum den Penataan Ruang Kota Madiun. 

4. Dinas Pcnanaman Modal clan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas PMPTSP Adalab 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pmtu Kot.a Mad1un. 

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 
yang selanjutnya dismgkat Satpol PP don Damkar adalah 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 

Kot.a Mediun. 
6. lzin Mendirikan Bangunan Gedung yang sclanjutnya 

dlsingkat 1MB adalah periz:man yang dJbenkan oleb 

Pcmerintah Kota Madiun kepada pemilik bangunan 

gedung uawk mcmbangun barn, mengubah, memperluas, 

mengurangi, dan/at.au merawal bangunan gedung scsuru 
dengan persyaratan adminisLrarif dan persyaratan tcknis 
yang berlaku, 

7. Bangunan gedung adalah wujud risik hasil pekerjaan 
konstruksi yang menyaru dengan tempal kedudukannya, 

sebagian atau scluruhnya bcrada dialas dan/ at:au 
d.idaJrun tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagal 

tempat manusia untuk melakukan kegiatannya, baik 
untuk bunian at.au temp11t tinggal maupun udak, 
kegiat.ao kl"flgarnaan, kcgiatan usa.ha, kcgiatan sosia.l, 

kegiatan budaya maupun kcgiatan khusus. 

8 . Pemohon adalah setiap orang at.au badan hukum, 
kelompok orang, at.au perkumpulan yang rnengajukan 

pennohonan lzin Mend.irikan Bangunan kepada Dinas 
Penonaman Modal dan Pelayaoan tcrpadu Saru Piocu. 

9. Pemilik bangunan gedung a.dala.h orang, badan hukum, 

kelompok orang, at.au perkumpulan yang mcmurut hukum 

sah sebaga1 pemilik bangunan gedung. 

10. Pembongkaran udalah kegiatan membongkar atau 
merobohkan seluruh at.au sebagian bangunan gedung. 
komponen, bahan bangunan, da.n/ atau prasarana dan 
sarananya. 

11. Pengawasan adalah suatu usaha at.au kegiatnn untuk 
menjaga kesesuaian pelaksanaan konstruksl dengan 

dokumen rcncana teknis yang telah disahkan di dalam 
tzin Mcndirlkan Bangunan. 



12 Pc.nertiban adalah suatu usaha untuk mengambil 

tindakan cerhadap penyclenggaman bangunan gcclung 

yang tidak seauai dcngan cara penycgelan dan/atau 

pembongkaran. 
13. ln11tansi tcknis tcrkait adalah instan.si yang secara teknis 

mempunyai kcwenangan dan tanggung jawab dalam 
membcrikan rekomendasi terkait dcngan pcnyclcnggaraan 

bangunan gedung. 
I 4 Reuibusi lzin Mendiri.kan Bangunan adaJah pungutan 

dacrah sebagai pembe.yaran atas jasa atau pembcnan 

Rctribu!li lzin Mcndlrikan Bangunan yang disediakao 
dan/atau diberikan oleh Pemcrintah Oaerah untuk 

kcpentingan orang pribadi atau badan yang meUputi 
kcgiatnn pcninJauan design dan pcmantauan pclaksanaan 

pembangunannya agar tctap sesual dengan rencana 
telmis bangunan dan rcncana tata ruang, dcogan lc tap 

mcmperhalikan koelisico dasar bangunan (KDB), koclisien 
lantai bangunan (KLB). kocfisicn kctinggian bangunan 

(KKB), dan penguwasan penggunaan bangunan yang 
meliputi pemcriksaan dalam rangka mcmenubl syaral 

kcselamatan bagi yang mcncmpati bangunan tersebuL 
15. Anggaran Pcndapatan Belanja Oacrah yang sclanjulnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pcndapatan BeJanJa 
Dacrah Kot.a Madiun. 

BABU 

RUABG LINGKUP 

Pual2 

Ruang lingkup Pcraturan Walikota ini meUput.i: 

a. obJek dan subJek pengawasan dan pencrtiban; 
b. pelaksanaan pengawasan dan pcncrtiban bangunan gedung; 
c. pembiayaan; 

d . monitoring dan evaluas.i. 

BAB ID 

OBJEK DAN SUBJEK PENGAWAS.Alf DA.II PENERTIBAN 

Pua13 

Objek pengawasan dan penertiban melipuu; 
a. bangunan gedung yang sedang dalam pclaksanaan 

konslruksl; 
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b. bangunan gedung yang dalam tahap pcmanfaatan; 

c. bangunan yang tidek memiliki 1MB; 

d. bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan £MB yang 

diterbitkan; 

e. bangunan yang bclum melakukan pcmbayero.n retribusi 

1MB 

Paaal4 

Subjck pcngawasan dan penertiban bangunan adalah setiap 

orang pribadi etsu badan sebagw pemmk al.au pengguna 

sebagaimana dimaklrud dalam Pasal 3. 

BAB IV 

PELAKSANAAN PENGAWABAN DAN PENERTIBAN 

BAJIGUlfAll GEDUltG 

Bagia.o Ke .. tu 

8&.Qguuan yang Tldak Memillld 1MB 

Pual5 

(1) Pengawasan dan penertiban kegiatan mendirikan 

bangunan dllakukan oleh Dines PUPR. 

(2) Unruk kepenungan pengawasao dan penertiban dapaL 

dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan 

Mendin.kan Bangunen. 

(3) Pemerintah Dacrah mcngindentifikasi bangunan yang 

tidak memUiki 1MB. 

(4) Bangunan yang sudah diidcntiJikam dibcrikan pcringatan 

sebanyak 3 kali dengan mckanismc sebagai bcrikut : 

a pembcrinn teguran tertulis pertama selama 3 x 24 jam; 

b pcmberian teguran tertulis kcdua selama 2 x 24 jam; 

dan 

c. pembcrian teguran tertulis kcllga aekaligus sebagai 

pcrintah bongk:ar scndiri selama l x 24 jam. 

(5) Pemberian t.eguran tertulis scbagaimana dimaksud pads 

ayat (4) diterbitkan oleh Dinas PUPR dan tcmbusan 

d1sampaikan ke Dinas PMPTSP, Sacpol PP den Darnker, 

Keca.mai.an dan Kelurahan. 
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(6) Jiko t.egUnlll sebagaimana dimaksud pada ayal ("I) huruI c 

lidak diindahkan, make Sacpol PP dan Damkar akan 

mclakukan pembongkaran paksa. 

(7) Formac tcguran tertuhs scbagaimana dimaksud pada 

ayat (4) tcrcanlwn dalam Lampiran Peraturan Walikotn 

ini. 

Baclan Kedua 

Bangunan KemUlld 1MB 

Pual6 

( 1) Pcngawasan clan pencrtiban kcgiat.an mcndirikan 

bangunan dilakukan oleh Dinas PUPR. 

(2) Untuk kepentingan pengawasan dan pencrtiban dapat 

dibenluk Tim Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan 

Mendirlkan Bangunan. 

(3) Pemcrintah Daerah mengindentlfi.kasi bangunan yang 

mempunyai 1MB tetapi menyimpang dari 1MB yang 

diberikan. 

(4) Bangunan yang sudah diidentiftkasi diberikan peringatan 

scbanyak 3 kall dengan mckan:ismc scbagal belikut . 

a . pemberian teguran terrulis pert.tuna selama 3 x 24 Jam, 

b pembenan teguran tertulis kedua selama 2 x 24 Jam, 

c. pemberian teguran t.ertulis keliga aekaligus sebagai 

penncah penghentian pekcrjann dan sunu penntah 

pembongkaran bangunan gedung. 

(5) Pemberian tcguran tertuhs sebagrumana dimaksud pada 

ayat (4) dlterbit.kan oleh Oinas PlJPR dan lembusan 

disampai.kan kc Dines PMJ7J'SP, Satpol PP dan Damkar, 

Kecamatan dan Kelurahan. 

(61 Jika teguran sebagaimana dimakl:lud pada ayat (4) hurur c 

tidek diind.ah.kan deism wakcu 7 :,; 24 jam, maka 

SaLpol PP dan Oamkar akan melakukan pembongkaran 

secara paksa. 

(71 Dalam hal pembongkaran dilakukan olc.h Satpol PP dan 

Oamkar, pemilik bangunan gedungjuga dikcnakan dcnda 

administratlf yang besamya diLenlukan berdasarkan bcrat 

dan ringannya pelanggaran. 
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(8) rormat tegu:ran tertulis, swat perintah peoghenlian 

pekerjaan dan surat penntah pembongkaran sebagaimans 

dimaksud pads ayat (4) tercantum da1run Lamp1ran 

Peratuan WalikolB ini 

B•lf•o ltet:iga 
Baogunan :,a.ng belum melakukao pemb•yaran retrlbual 

1MB 

Pua17 

(1) Pengawasan dan peoertiban kegiatan mendirikan 

bangunan dilakukan oleh Dinas PUPR 

(2) Unruk kepentingan pengawasan dan pcncrtiban dapat 

dibentuk Tim Pengawasa.n dan Pengendalian Kegistan 

Mendinkan Bangunan. 

(3) Pemerintah Oaerah menglndenUlikasi bangunan yang 

mempunyai 1MB tet.api tidak sesuai dari 1MB yang 

diberikan. 

(41 Bangunan yang sudah diidcntifilauu dibcrikan pcringatan 

sebanyak 3 kali dengan mekanisme sebagai berikut · 
a. pembcrian teguron tcrtuhs pert.runs sclnma 3 x 24 Jam; 

b. pcmberlo.n Legumn tertulls kedua selama 2 x 24 Jam, 

c. pcmberian teguran tercuUs keUga sekaligus sebagal 

penntah penghentian pekerjaan dan surat pennlBh 

pembongkaran ba.ngunsn gedung. 

(5) Pemberian teguran tenulis sebagaimana dimaksud pads 

ayat (4) dlterbitkan oleh Dmas PUPR dan tembusan 

disampaiknn kc Dina.s PMPTSP, Sacpol PP dan Darnkar, 

Kec:amat.an dan Kclurahan. 

(6) Jil<a t.eguran sebagaimana dimaksud pads ayat (4) huruf c 

tidak dii.ndahkan dalarn wakru 7 x 24 jam, ma.ka 

Satpol PP dan Damkar akan melakukan pembongkaran 

sccara paksa. 
(7) Oalam hal pembongkaran dilakukan olcb Satpol PP dan 

Damkar, pcmillk bangunan gcdung juga dikcnakan dcnda 

sdministraUf. 

\8) Format tcguran tcnulis, aural pcnntah pcnghentian 

pekerjaan dan surat pcrintah pcmbongkaran scbagaimana 

dimaksud pada ayat (4) tcrcanlum dalrun Lampiran 

Peratuan Walikota ini. 
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Pual8 

(1) Dinas PUPR melakukan pengawasan pada bangunan 
gedung yang dalam proses pembangunan. 

(2) Dmas PUPR mclakukan pengawasan bwtgunan gedung 
paling scdikit L (saru) kali selama masa proses 

pembangunan. 
(3) Daftar pelakaanaan proses pembangunan bangunan 

gcdung sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) disusun 
berdasar 
a . survei lokasi petugas; dan 
b. laporan masyarak.at. 

(4) Pcngawasan pelaksanaan pembangunan bangunan 
gcdung dilaksanakan olch petugas yang dilcngkapi dcngan 
tanda bukti diri berupa kartu utnda pengenaJ dan/atau 
surat tug.as. 

(5) Petugas sebagaimano dimaksud pads ayat (4) bcrwenang 
untuk: 
a melakukan sU1Vc1 dilokasi yang diketahui melakuk:an 

pembangunan; 
b . mcngkonfirmasi kcpada pihak yang melakuk.an 

pcmbangunan perihal kctcrscdiaan tzin yang dimiliki; 
c melakukan pemerik.saan silang data perihal 

kctcrsediaan izin di Oinas PUPR; 
d . mencrbilkan surat t.eguran sebanyak J (ligaf tahap 

tcguran apabilabclum mcmlliki izin. 

BABV 
PBMBIAYAA.N PERGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN 

OBDUNO 

Pual9 

Segala biaya yang dikcluarkan scbagai alobat pelak.sanaan 
Kcputusan mi dJbebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daereh. 

BAB VJ 

MOIUTORilfO DAN EVALUASI 
PuaJ 10 

(l) Monitoring dan cvaluasi atas 
dJlaksanakan olch Dinas PUPR 
Retribusi ?MB olch Dinas PMPI'SP 

rckomcndasi t.eknls 
setclah dlt.erbitkan 
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(2) Monitoring dao cvaluasi sebagaimane dimaksud pada 

ayat (l) dilakukan oleh pctugas dari Dinas PUPR yang 

tcrdiri dari unsur Pcrangkac Oaemh cerkait dcngan 

dilengkapi surat tugas. 

(3) Petugas sebagrumana dimaksud pada ayat (2) membuat 

laporan monitoring dan evaJuasi berupa Berito Acara basil 

monitonng. 

(4) Laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) menJadi 

dasa.T pcmbuatan surnt peringat.an ccrtulis, 'iUrat perinLah 

penghentian pekcrjaan dan surat perlntah pcl"lhooglmran 

Bangunan Ocdung. 

Pual 11 

( l J Oalam rangka Pcngawasan dan PencrtJban Bangunan 

Gcdung dibcntuk Tim Pengnwasan dan PcngendaJian 

Kegiatan Mcndirikan Banguoan yang dicctapkan deoga.n 

Keputusan Walikota 

(2) Tim Pcngawns scbaga1maoa dimaksud pada ayac (ll tcn:h.n 

atas unsur 

a. Dinas PUPR; 

b. Salpol PP dan Damkar; 

c. Dines PMPTSP; 

d. D1nas Perhubungan; 

e. Danas Wngkungan Hidup. 

BAB VD 

KEI EnTOAJlf PERALIHAlf 

Pual 12 

(1) Bangunan Ocdung yang pada saat bcrlakunya Peraturan 

Walikota ini bclum dilenglcapi 1MB, Pcmillik Bangunan 

Gedung wajib mcngaJukan pcrmohonan lMB sesuai 

dcngan ketcntuan yang ada pada Pcraturan Walikota ini. 

(2) Bangunan Gcdung yang pada saat berlakunya Pcraturan 

Wallkota ini tidak melakukan pembayaran Rcuibusi 1MB, 

Pcmilik Bangunan Gedung wajlb melakukan pcmbayaran 

Rclribusi IMB sesuai dcogan Retnbusi tMB yang 

dikeluarkan oleh Oinas PMPTSP. 
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LAMPlRAN · PERATURAN WAJ.IKOTA MADIUN 
NOMOR 7 TAHUN 2020 
TANOGAJ. : 5 Jonuer1 202 1 

A. FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS 

KOTA llAJ>IUlf 
PEMERINTAH KOTA MADIUN 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANO 
GEDUNO ORAHA KRIDA PRAJA LL 1 

Jalan May.jcnd. D. I. Panjaitan No. 17 Tclp. (0351) 47115 1 
Mndiun 

Email : dpuu-.kotamad1u~.com 
Websu.r hllp :/ /www rnadi11nk01a.go id 

Madiun, ff anggaJ) 

Kepada 

Nomor 640 / / 401. 110 / XXXX Ylh. Sdr. (Nama Ditcgur) 

Sifat · Pcnting 

L.ampiran ; --

Pcrihal · Tegwan Pendi.rian Bangun.an 

11/ n/ill) 

(alamat) 

(kefurahan) 

di 

MADI UN 

D1pcrmaklumkan dengan honnat bahwa sesuaj hasil 

pemcrlksaan Dinas Pckerjaan Umum Kota Madiun, Saudam tclah 

melaksanakan k.cgiatan pcndi.n.an bangunan baru, 

merchab/ rcnovasi, membongkar atau menambah bangunon yang 

tcrletak di ( ala.mat yang ditegur) yang belum mcmiliki ljin dari 

Pemcrinlah Kola Madiun. 

Sehubungan hal terscbut dalam mngka pcnertiban 

pcndinan bangunan sebagaimana dltctapkan dnlam Perde No. 07 

Tahun 2015 tcntang Bangunan Gedung, maka hendaknya. 

Sauda.ra untuk ttdak rulaksa.nakan kegtat.a.n pembangwt.a.n 

scbelum memperoleb ijin darl Pemerinr.ah Kola Madi1.1n, dan lebih 

jelasnya Saudara bisa mcnghubungi Dinas Pekcrjaan Umum dan 

Penato.an Ruang di Jalan Mayjend. D. I. PanJaitan No. 17 Madiun 

(lantal I) atau langsung mengurus l.zm Mendirikan Bnngunan d1 

Dines Penanrunan Modal dan Pelayanan Terpa.du Satu Pintu, JI. 

0.1. Panjrut.an No. 9, Telp. 462314, Macliun. 
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Demikian untuk mcnJadikan maklum dan ata.S pcrhatiannya 

cliucapkan tcrime kasih 

TEMBUSAN 

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM 

Dil PEI'lATAAN RUANO S:OTA 

IIADIUN 

............ .... .... ...................... ,, 
·······---·································· 

Vth. I. Bapak Walikota Madiun (sebngai 
laporan); 

2. Sdr. KepaJa Sadan Perencanaan, 
Pcncliuan clan Pcngembangan 
Oaerab Kota Madiun; 

3. Sdr. Kcpala Satuan PoUsi Pamong 
Praja den Pcmadam l<ebakaran 
Kota MacUun; 

4. Sdr. KcpaJa Oines Pcnanaman Modal 
dan PTSP Kora. Madiun; 

5. Sdr. Camat Kot.a Macliun; 
6. Sdr. Lurah Kota Madiun. 
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B. FORMAT SURAT PERINTAH PEMBONGKARAN BANGUNAN OEDUNG 

KOTA IIAD11111 
PEMERINTAH KOTA MADIUN 

DINAS PEKERJ.AAN UMUM DAN PENAT.AAN RUANO 
GEDUNO GRAHA KRIDA PRAJA U . l 

JaJan Mayjend. D I. Pan.Jaitan No. 17 TcJp. (0351) 471151 
Madiun 

Email dputr ko1.runndiun@gmaD.com 
Website http ://www.madiunkota..go.id 

Madiun, (TanggaJ) 

Kepada 
Nomor : 640 / / 40Lll0 / X:XXX Ylh. Sdr. N am e Di t e g u r 

(alamat) Sifat : Pcntmg 
Lampimn : --
PerihaJ · Tcguran Pendirian Bangunan 

~mbongkaran Bangunan) 

(kelurahan) 
di -

MADI UN 

Mcn1nde.k lanjuti surat karni (Langgel) Nomor : (nomor) 

perihal tegumn pendirian bangunan dengan hD.1 tersebut sesuai 

basil pemenksaan Dines Pekcrjaan Umum Kot.a Mediun, Saudara 

telah melaksanekan kcgiacan pendirian bangunan tambahan yang 

terletak di (olamac) yang belum memilild ljin dan Pemerintah Kota 

MndiUO-

Sehubungan hat terscbut dalam rangka penertiban 

pcndirian bangunan sebagaimana ditctapkan dalam Pcrda No. 07 

Tahun 2015 tent.ang Bangunan Gedung, m•ka lumdaknya 

Saudara untulc tldaJc m.lak&anakan kegtatan ~gunan 

sebelwn mempcroleh ijin dari Pcmerintah Kota Madiun dan 

melakukan pcmbongkaran scndlri alas pclanggaran dimaksud. 

Lcbib jelasnya Saudara bisa menghubungl Dine.s Pekcrjaan Umum 

dan Penetaan Ruang di Jalan Mayjend. D I. Panjaitan No. 17 

Madiun (lantai l) atau langsung mengurus lzin Mcndlrikan 

Bangunan di Dinaa Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu, JI. 0.1. Panjaitan No. 9, Tclp. 462314, Madiun. 



m:ikian 
. a k i1 . 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. WALIKOTA MADIUN 

aris Daerah 

Hukum 

7 199602 1 001 

WALIKOTA MADHJN , 

ttd 

Drs . H. MAIDI , SH, MM , M.Pd. 


